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AZAS-AZAS PERKAWINRAN DALAM HUKUM ADAT
SETELAH BERLAKUNYA UU. NO. 1 TAHUN 19874

(SUATU TINJAUAN UMUM)

1. PENDAULUAN

Sebsgsi suaty negara yang dikenal dengan sebuntan
Négaras Kepulsusn, tentn sajs Indonesia memiliki banvsk
pulau tersebar di seluruh wilayahnya. Konsekuensi vang
muncul dari kenyataan ini adalah tumbuh dan berkembsngnya
bermacam-macam suku, agama, budaya dan adat istiadat vang
satu sams lain berbedsa.

Mengingat bahwa dasar asasi kejiwaan dan kebudsayaan
bangsa Indonesia yang tercantum sebagai lambang negara
adalah Bhineks Tunggsal Ika, maka yang berbeda-beda dirang-
kaikan sedanghkan yang sams dipersatukan. Sebagsi sarana
untuk membersatukan perbedsan tersebut adalah falsafah
negaras Pancasila. Demikiasnlah vang menjadi dasar pertim-
bangan ditetasphkannya UU ne. 1 tshun 1974 tentang perkswi-
nan.

Sebagaimana dijelaskan dsalam konsiderannya bahwa sesuai
dengan fslsafsh Pancasila serfa cita-cita untuk penbinssn
hukum Nasio- nal, perls adanva UU tentang perkawinsn yang
berlasky bagi semus wWargs negara.

Latar belakang kehadiran UU Perkswinan Nasional (UU

no . 1 tahun 1874) bagi masvarakat kits memang dirasakan



mendesak dan sangat perlu karena sebelum berlakunya UU
tersebnt di Indonesia terdapat pluralisme pemakaian hukum

perkawinan, yaitu

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Z. Peraturan Perkawinan Campuran (GHRS. 1898 no. 158).

3. Ordonaﬁsi- Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minshasa
dan Ambon (HOCI 5. 1933 no. 74).

4. Undang-Undang no. 32 tshun 1854 tentang Pencatatan
Niksh, Talsk dan Rujuk.

5. Hukum Adsat.

Dengan diundangkannya UU no. 1 ftahun 1874 tanggal 2
Januari 1974 dan mulai efektif sejak tasnggal 1 Oktober
1975, setiap warga negars Indonesis wajib untuk melaksana-
kan segala ketentuan-ketentusn yang ada di dalamnya tanps
terkecuali. Ini berarti Undang-Undang Perkawinan no. 1
tahun 1974 bergifat mengikat dsn berlakuy umum.

Masslah perkawinan pada dassarnva merupskan suatu
peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkswi-
nan juga merupakan faktor penting sebagail salah sstu sendi
kehidupan dslsm susunsn masyarakat Indonesia. Melaluni
perkawinan setisp anggota masyarakat akan mendspatkan
keturunan, dan selanjutnyae timbul sebush kelusargs baru
vang membaws padsa tumbuh dan berkembangnya suatn kelowmpok
masyarakat.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang perkswinan, UU no. 1 tahun 1974 terdiri dari 14



bab-bab dan 87 pasal. Keseluruhan isi UU ini meliputi
masalah perkawinsn, percersian dan hukum keluarga.

L)

Adapun bsb-babnya adalsh sebagai berikut

Bab I. Dassr perkawinan.
IT. Syarat—syaratlperkawinan.
I1I. Pencegahan perkswinan.
IV. Batalnya perkawinan.
V. Perjanjiap perkawinan.
VI. Hak dan kewajiban suami-isteri.

VI1. Harts benda dalam perkawinan.

VITI. Putusnya perkswinan serta skibatnya.
IX. Kedudukan snak.
X. Hak dan kewajiban antars orang tus dan anak.‘
X1. Perwslian.

XIT1. Ketentuan-ketentuan lain.

XITI. Retentusn perslihan.

XIV. Ketentuan Penutup.

KNamun demikian, hinggs saat ini 41 manas usia YU neo.l
tshun 1974 telah mencapai dus dasawarsa seringkali masih
menimbulkan persepsi dan kesan khususnyva dsalsam pelskss-
naannya apsksh UU tersebunt telsh dapat diterspkan dengsn
sempurns dalam masysrskst dewass ini. Bukankah suatu
peraturan  perundang-undangsn bisa dikatakan baik apabila
selain harus memenuhi persyaratan-persyarstan

filosofis/ideclogis dan yuridis, jugs harus memenuhi unsur



sosiologis vyang menyangkut keefektifan berlakunya di ma-

syarakat.

Berkaitan dengan hsl di atas, -perlu kiranvya kita
mengetahui pendsapat dari Prof..Soepomo vang mengemukakan
bahwa dalam lapang-an hukum keluargs dan waris, unifikasi
hukum skan suka; untuk dilakssnasksn di kemudian hari.
Rarens kekuasaan‘ tradisi dari masing-masing berbagai
golongan jenis suku banésa masih teguh. Paham-psham tradi-
sional mengenai hidup kekeluargssn dan paham-paham menge-
nai pertalian darah dalam keluarga Indonesia di satu
pihak, keluarga Belanda dan keluargs bukan Indonesia

lainnys di lsin pihask sdalah demikisn besar bedanys.

I1. PERMASALAHAN

Sebagaimana telah dikemuksksn di muka, bahvwasanya
dalam suatn perstursn perundang-undangan mempunysi tiga
kekunatan berlakunys, yaitu
5. Kekuatan berlsaku yuridis, apsbils persyaratan formal

terbentuknya UU itu telah terpenuhi;
b. Kekustan berlska filosofis, apabila hukum itu sesuai

dengan ecitas-cita hukum sebagal nilsil positif vang

1. Soepomo, Bab-bsb tentang Hukum Adaf, Pradnya Paramita, dJakarta,
1982, halaman 72.




tertinggi;
¢. KRekuatan berlaku sosiofogis, menyangkut efektivitas

atau hasil guna kaidah hukum di dalam gehidupam bersa-

ma.

Demikian halnya UU no.l tahun 1974, harus memenuhi
tigs kekuatan tersebut di atas. Dari ketiga kekustan,
E?kuatan berlaku éoéiologislah yéng sangat memegang pera-
nan, karena menyangkdt segl penerspan UU terssbut di
masyarakat.

‘Mengingat masyarakst Indonesia adalsh msyarakst vang
pluralistik, msks masing-masing lingkungsasn masyarakat adat
memiliki corak regam hukum adat yang berbeds satu sama
lsin. Sehingga.dari hiukum adatnys, timbul istilah Hukum
Perkawinan Adat.

Atss dasar ursisn di atas, permasalshan yang dapat
dikemukakan dalsm tulisen ini sdalah bagaimans pengaruh
perlskunya UU no.l tahun 1874 terhadap azas-aszas perkKawi-

nan dalam ﬁukum Perkswinan Adat.
I1I. PEMBAHASAN
A. AZAS-AZAS PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT.
Selain hukum tertulis, Indonesis mengenal pula huokum

tak tertulis yang sering disebut dengan istilah Hukum

Adst. Suatn hakum yang hidup, mencerminkan ciri, watak,



sikap hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, sehinggsa
hal-hal yéng diatur dalam "hukum adat melipnti seluruh
aspek kehidupan masysrakat. sslah satu bagiénnya dikensal
dengan sebutan Hukum Perkawinan Adat.

Henurut Prof. Hilman Hadikusuma (dalam bukunya Hukum
Perkawinan Adat) Hukum Perkawinan Adat adalah hukum vang
tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan
;éng mengatur tata tertib perksaswinan. Jika terjadi pelsng-
garan terhadsp hunkum perun-dang-undsngan maks yang mengsa-
dili sdalah Pengsdilan Agams/Pengadilan NHegeri. Sedangkan
jika terjadi pelsnggdaran terhadap hukum adat maka yang
mengsdili dalam arti menvelesaikan permassalshan sadalsh
Peradilan Adst (Peradilan masyarakat, keluarga atau kera-
bat) yang bersangkutan.

Dilihst dari rasa keadilan dan kerukwunan belum tentu
penvelessian yang dilskuksn peradilan resmi dengan keputu-
san berdasarkan kepastisn hukum memberi kepuasan bagil
masyaraskat, sebaliknys apa vang disepskati oleh para pihsk
sebagai hasil penyelesaian perundingan perdamaian di bawah
bimibingan pemuks wmasyarakat lebih dirasakan sebagal
kesadilan vyang membawa kerukunan, karena sesual dengsn
kesadaran hukum mssyvarskst yvang bersanghkutan.

Sesuai dengsn namanya Hukum Perkawinan Adat, maks
hukum ini berpedomsan dan bersumber pada hukum adat. Berla-

| T, L rmremrbaminan adat coanogatr taeardantiing 0 nadn o ls






tahul bagaimana susunsn masyarakat adat berssngkutsn, maks

tidaklah mudah untuk dapat diketahui hukum perkawinannysa.

Meskipun demikian, terdapat persamaan-perssmaan dalam hal

azas-azas perkswinannva.

Azas—azaé perkawinan dalsm hukum adat adalah sebagai

berikut

T

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah
tanggas yang bahagia dan kekal serta mampu membangun dan
membina hubungsn kekerabatan yang rukun dan damai;

Dari tujuan tersebut di atas bisa diketahui bahwa suatu
perkawinan (menurut hukum adat) mempunyai dua  ftujuan
minlia. Yakni untuk membentuk rumah tanggs ysng bshagia
dan kekal vyang berarti perkawinan bukan semata-mata
mernpakan urusan badaniah tetspi Jjuga batiniah. Bukan
hanya suatu perbusatan keperibadatan sajs, mélainkan
juga mengandung segi spiritual. Di samping itu perkawi-
nan Jjuga bertujuasn membangun, membina dan memelihars
hubungan kekerabsatan vang rukun dan damai. Seperti
dikatakan oleh Prof. Hilmsn Hadikusima bahws perkawinsn
merupakan unsur tali temali yang menerusksan kehidupan
manusia dan masyarakalt, |
Perkawinasn tidak sajs hsrus sah dilaksanskan wmenuruf
hukum asgams dsn kepercayaan, tefapi juga hsrus mendapat
pengakuan dari para anggota kerabat;

Dikarenskan sdanya nilai-nilai luhur vang terkandung



daliam tujusan perkawinan, maka di dalam pel%ksanaan
perkawinan sering kali melibatkan banyak pihaﬁ. Baik
calon mempelal pris dan wanitsa, saudara—saudara% bahkan
jugs sanggota masyaraksat. Hokum adat menganggapé yrusan
perkawinan merupskan urusan kelnarga dan ﬁerabat.
Upacara ﬁélaksanaan perkawinannya pun harus% sesngi
dengan adat distiadat vyang .diasnut. Sedapat %mungkin
dihindari adsnys penyimpangan-penyimpangan yang%beraki—
bat melanggar hukum sdat .,

Bagaimsnapun jugs suatu perkawinan pads dasarnyé membs-
ws martabat dan kehormsatan keluarga; Jiks dalam; proses
prelaksanaan perkswinan ternyata terdapat penyympangan
dan pelanggaran maka hal tersebut skan menjatuhﬁan namas.
baik keluargsa.

Perkawinasn dapat dilskukan oleh pris dan wanit@ yang
belum ecukup umur atau wmasih ansk-sanak. Begiﬁu puls
walaupuh kedus caslon mempelsai telsh cukup umuré tetap
hsrus mendapat ijin dsri orang tus/kelusrgs dan% kera-
bat.

Memang diakui bahwa di beberapsa daerah di In?onesia
mssih memperbolehksn terjadinys perksawinan an%k-anak,
bahkan tidak ads larsngan mengenai hal itu. Sepe&ti di

dserah Rerineci {(Jambi}, Torajs (Sulawesi tengahb, dan






P. Rote (Nusa Tenégara Timur) .2
' Sebagai éontoh konkrit mengenail perkawinan anak-anak di
daserah Jawa, yang dikensl dengsn istilah “kawin gan-
tung" (gantung niksh). Suatu perkawinan yang terﬁadi di
mans  salah satu pihak/keduanya masih berada di| bawah
nmuir sehingga belum diperbolehkan untuk berhubungan
layasknys suami isteri keenali telah berumur dewass.
Pi dsersah lsin, misalnys di Pasundén perkawinan| ansk-
anak dinsmaksn dengan istilah "ngarah gawe” di mans =1
suami menetap di tempat tinggal si isteri sebagai
bantiian tenaga kerja tanpa upah, dan bekerja| untuk
kepentingan keluargs isterinya, sambil menunggu, waktu
hinggs si isﬁeri dewassa.,
Dalam hal ijin orang tus/keluargs dan kerabat,| dalam

hukum adst merupskan suatu kewsjiban bagi kedua! calon

mempelzi. Ferbedsan vang menvolok antara hukuW adat
dengan UU no. 1 tahun 1874 di msnsa dalsm undang%undang
tersebut bab III pasal 6 (Z2) dinyatakan bahwa‘ untuk
melangsungkan perkawinan bagi seseorang vang| belum
berumur 21 tahun harus mendspat 1jin dari orang tua.
Hal ini berarti bahwa bagil seseorang yvsng telah [mencs-
pai umur 21 tahun tidak harus mendapat ijin dari| kedua

orang tuanys. Tetapl dalsm kenyatasnnya, Sela+a_ ini

2 Hilmen Hadikusuma, Hukum Perkswinan Adst, Bandung, Citra | Aditys
Bakti, 1985 hal. 91







suaty  yang perkawinan aksn dilakukan harus |mendapat
restu ‘(ijin} dari orang tua, kelusrgs dsn |kerabat,
tanps membedskan apakah calon mempelai belum berumnyr 21
tahun/telah mencapsi umur 21 tahun. Prinsip ini mengar-
tiken bsgi seseorang vang skan mengarungi iehidupan
baru, aksn mendapathkan kebshagisn lahir batin | setelsh
mendapat ijin/restu tersebut. Dan adalah merupakan
kewajiban bagil pihsk keluarga wuntuk ikut mendukung
serta menunjang kebshagiann mereka berdus.

Perkawinan dapst dilskukan oleh seorang pria] dengan
beberapa wanita sebadgail isteri vang kedudukannga mas-
ing-masing ditentukan menurut hukum adat setempsat.
Hawpir di ‘gemua lingkungan masyarakat adat engensal
igtilah perkawinan bermadu, di mans seorsang amni
dalam satu masa yang sama mempunyal bebersap orang
isteri. 1Istilsh lain di Balli menyebultnys denga "gra-
hasta tresna”; Lampung "meguwasi”

Di kalangan wmsasyarakat vang beragams Islam, kaw1nan
dengsn beberapa istri dapat dilskukan dengan °aq apabil-
l1s herdasarksn huokum Islam. Yaitu apabils si1 suami yang
bersanghkutan daspat berlakn adil terhadap 1steri-isteri-
nya, aksn tetspi oleh Karena untuk berlsku aﬁil itn
sangat sulit, maka Tuhan menganjurksn agar seorang pria

cuknp berlsteri sstn sajs.

Dalam bentuknys vang asli hukum adat tidak mengatur

bagaimana seharusnys seorsng suami berlskn adil gterha—
|
1o \






dap isteri-isterinva. Begitu puls wmengenal status
kedudukannysa, =ada vyang berstatus sebsgail ibu rumah
tangga dsn ada pula isteri yang berkeduduksn |sebagsi
isteri pembantu.3
Namun demikian, seiring dengsn perkembangan masyarskat
Indonesia; perkawiﬁan semacam ini sudah Jjarang| sekal:i
terjadi bahkan dalam kenyataannys status kedudukan
isteri seisjar dengan kedundukan suaminys.
9. Perceraisn antara suami-isteri dapat berakibat ?eoahnya
hu-bungan kekerabatan sntara kedua belah pihak.
Pada dasarnya, putusnys sunatn perkawinan adalah |[perbus-
tan tercela baik dilihat dsri segi hukum aga#a/hukum
adat.
Menunrut huknm adat sebab-sebsb terjadinya perxceraian
sdelah sebagai berikut:

a. Perzinshan;

b. Susmi tidsk memberi nafkah lahir batin kepads isteri

dalam wakitu vang lams;
¢. Penganiayaan;

d. Karens salah satn pihak menderita sakit/cacat tubuh;

vl

Terus menerus terisdi perselisihan antars  kedus

belah pihak.?

3 Ibid, halemsn 95

4 Scerojo, Wignjodipoero, Pengsntar Dan Azas—azas Huokum Adat, Jskar-
ta, Gunung Agung, 1985 hal.143-144
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B. PENGARUH BERLARKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

TERHADAP A7AS-AZAS PERKAHIHAN DALAM HURUM ADAT.

Sejak UU no. 1 tahun 1874 berlaku efektif tangga} 1
Ohtober 1875 setiap WNI mempunysi kewsajiban untuk melaksa-
naksn segals ketentuasn-ketentuan vang ads di dalamnya.
Sesual dengan sifsat peraturamv perundang-undangan yang
berlaku mengikat dan berlaku untuk umum.

Sebagal hukum nasional yang sgung, YU no. 1 tahun 1974
mengandung azas~aéas perkaswinan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk kelnarga vang
bahagia dan kekal. Untuk itn suami-isteri perlu
saling membsntu dan melengkapi, agar masing-masing
dapat mengembasngkan kepribadiannya menmbantu dan
mencapsal kesejshteraan spiriftusl dan materia1 

2. Dalam undang-undang ini dinyvatakan bahwa perkawinan
adalah sah bilamana dilskukan menurut hukum masing-
masing sgamsnys dan kepercayaannys itu, dan di
samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sah bila-~
mans dilskukan menurwt hukum masing-masing sgama-
nya dan kepercsysannya itn, dan di  sawmping itu
tiap-tiap perkswinan harus dicatat menurut peratu-

ran perundsng-undangan yang berlakn.

3. Undang-undang no. 1 tahun 1874 menganuft azZas monog-

ami. Hanys apsbils dikehendaki oleh yang bersangku-

12



Ltan,karens hukum dsn sgsma dari yang berganghutan
mengizinkan seorang  suami dapat beristeri 1lebih
dari seorangd.

4. Perkswinan hanya diizinkan jika pihak pria telabh
mencspal umur 19 tahun, dan pihak wanita 6 tahun.

5. Karena tujuan dari suatu perkawinan adalsh untuk
membentuk : keluarga yang bahagis dan kekal, mska
undang-undang ini menganut prinsip untuk nempersi-
kar terjgdinya perceraisn. Untuk nenungkinkan
perceraian harus ada alassn-alasan tertentu serts
harus dilskukan di depan sidang Pengadilan.

6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak
dan kedudukan suami baik dslam kehadapan rumah
tanggs maupun dalam pergsulan masyaraksat,

Dalam =zzas perkawinan menurut UU no. 1 tahun 1974 biss

diketahui bahwa sebagian dsri azss-azas tersebut bersumber
pads hoknm sdat.
Seperti dalam hal tujusn perkawinan dan sysrat sahnya
perkawinan. Bahkan jiks dibandingksn kedusanva, azas-azas
perkawinsn dalam Hukum Adat mempunyail wmakna vang 1lebih
lunass daripsads azas-szZas perkawinan dalam UU no. 1 tahun
1974

Hal ini bersrti hukom adat berguna dalam pembentukan
hukum wnssional. Pengambilan bahan-bsahan dari hukum adat
dilakuokan dengsn cars

2. penggunsan hkhonsepsi-konsepsi dan azas-azas dari  hukum

13




adat untuk dirumoskan dalam norms-norma hukum  vyang

memenuhi kebutihan masyarakat masa kini dan masa menda-

tang, dslam rangks membangun masvarakat sdil dan makmur -

berdssarkan Pancasila dan UUD 1945
b. menggunakan lembags-lembags hukum adsat vang dimoderni-
sir dsn disesusikan dengan kebutuhan jaman tanpa
menghilangkan ciri dan sifat kégribadian Indonesianya.
T. memasukkan konsepsi-konsepsi dan azas-azss hukum adat
ke dalsm lembsga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga
hukum ssing diéunakan untuk memperkaya dan mengembang-
kan hokum nasional, dengan tidak bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1845.
Dengan pembentukan hukum nasional yang mengandung unsur-
unsur hukum sdat, maka kedudukan dan peranan hukum adat
itu telsh terserap ke dalam hukum nasional.5
Selanjutnysa, berkaitan dengan pementnkan hukum nasion-
al, ©Selo Soemardjan berpendapsat bahwa dalam pembangnnan
(hukum) terdapst nilsi-nilai sosial dan budays (hukum adat
merupakan konkretisssi dari sistem nilai-nialai sosgial
budaya) dapat dikelompokkan dalam empat golongasn yakni
a. Nilai-nilasil vang menunjisng pembangunsn (mkum), nilai
~-nilsil mans harus dipelihara dan Justru diperkuat.
b. Nilsi-nilal yang menunjang pembangunan (hukum),apsbila

nilai-nilai itwn disesuaiksn stsu dihsrmonisir dengan

5 IGN Sugangga, Pengsntar Hukum Adat, Semarasng, Undip 1984 hal. 73

14




proses pembsngunan.

¢, Nilai-nilai vang wslsupun menghambat pembangunan
(hukum), skan tetapi berangsur-angsur akan berubah atsn
hilang karena faktor-faktor lain dalam pembangunsn.

d. Rilai-nilal vang secars definitif menghambsat pembangu-

nan (hukum) dengsn sengajsa harus dihapuskan.s

Bisa dikataksn bahws dalsm pengsmbilsn bahan-bahan dari

“hukum sdat guns pembentukan hukum nasionsl harus selektif,

artinys yang positif dipskail dan dipertahankan, sedangkan
vang negatif ditinggalksn.

Dalam azas-szas perkawinan menurut hukum adat, masalah
perkawinan anak-ansk merupsakan masalah yang perlu dipecah-
kan. Dengan telah berlakunya UU no. 1 tahun 1874, hendak-
nys masyarakat adsat dapst menyesuslkan diri dengsan undang-
undang tersebut. Oleh ksrens suatu perkawinan hanya dilak-
sanakan bilamans seorang pria telash berusia 18 tahun dan
Seorang wanita 16 tahun. maka jalan ke lnar bagi pelaksa-
naan perkawinsn ansk-snak yang sering terjadil adslah pihak
orang tuas (keluargs) menangguhkan pelaksanaan perkawinan
tersebnt. Dsalsm waktn menunggu kedua belah pihak dewass,
dengan telah mencapai umur 16 tahun untok wanita dan 19
tshun untuk pris dapat disdaksn pertunangsn, yang menands-

kan sustu hubungan khusus antara kedus pihsk.

B Soerjono, Soekanto, Meninjan Hukum Adat Indonesia, Jakarta, CV.
Rejawali, 1981, hal. 74




Hengingst pols susunan masyarakat Indonesia vang
terdiri Patrilinial, Matrilinial dan Parental maka dalam
perkawinan seringkali menimbulkan bentuk-bentuk perkawi-
nan, cara peminangan (lamaran), dan upacars-upacara per-
kawinanyang berbeda antara lingkungan masyarakat adatyang
satn dengan lingkungan masyarakat vang lain.

Semua hal-hal tersebut tidak diatur dsalam Undang-
'Eﬁdang‘ No. 1 tahun 1974, psda dasarnya Undang-undang
tersebut hanva mengatur pokok-pokoknya saja. Dalam pasal
66 dijelsskan bshwa untuk perkawinan dsan segala sesuatu
vang berhunbungsn dengan perkawinan befdasarkan atag Un-
dang-undang ini, maks dengan berlakunysa Undang-undang int,
ketentusn~ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdats (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi perkawinan
campuran (Regeling op de gemeng Huwelijken S 1888 HNo.
158>, Ordonansi Perkawinsn Indonesia Kristen (Huwelijks
Ordonnsntie Christen Indonesiers 1933 No. 74) dan perstu-
ran-peraturan lainvang nengatur tentsang perkswinan sejauh
telah distur dslam Undang-undang ini, dinyvatakan tidsk
berlsku.

Pari thetentuan pasal ftersebut dapat diketabui bahws
vang tidask berlskn itu adalsh ketentuan-ketentuan vang
distur dslam persturan lama sejsuh ketentuan-ketentuan
tersebut telsh distur dslam Undan-undang perkawinsn dan
berlaku secars efektif. Sedangkan ketentuan-ketentusan

dalam Undang-undang Perkswinan vang belum diatur dsn belum
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berlsku secara efektif, maks ketentusn-ketentuan dari
peraturan lasms masih dapsat berlsku sepsnjang tidak berten-
tangan dengan Undang-undang perkswinan.

Berdasarkan pads pasal 68 Undang-undsng perhkawlnan,

maka hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perkawi-
nan, cars peminangan (iamaran) dan upacara-upacara perkaw-
inan dikembalikan pads hukum adat masin-masing.
i Dari uraisn diatas, bisa diketahni dengan Jjelas bahwa
dalam kenyataan sgjak berlakunya Undang-undang Ho. 1 ftahun
1974 gecars efektif, tanggal 1 Cktober 1875, masyarskat
masih saja di pengaruhi oleh hukum adat;

Menurut Prof. Hilman Hadikusums, hukum adat mengikutl
masyarskatnya, selama masyarakst tetap mempertahankan
sesnatn  perbusatan adst sebagail kehsarussn, makas perbuatan
itu adsalsh perbustan hukum bukan hanya perbuatan kesenian
atan kesusilaan semata. Kemungkinan sesuatu hukum adat itn
dapst dihapus oleh Per-Undang-undangan apalagl masyarakat
adat vang bersangkutan tidak lsgi mempertahsnkannya, Jadil
tergantung pads kessdaran hukum masyarakat.7

Namun demikian, sebsasgaimsnas telah dijelaskan dimuks,
dengsn telah berlakunya Undang-undang No. 1  tahun 1874,
maka sudah sevogyanys apalsgi masyarskat menyesusiksn diri
dengsn kesadasn tersebut. Dalam pelaksanaan hukum adat,

sejauh tidak diatur dalsm Undang-undang No. 1 tahun 1974

7 Hilman, Hsdikusums, Op-cit, halaman ?2.
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dan tidask bertentangan dengan Undang-undsng perkswinan No.
1 tashun 1974 mssih diperbolehkan untuk digunakan, =sesuai

-dengan pssal B85 Undang-undang No. 1 tahun 1874.

IV. EESIMPULAN

- Adanya Undang-~undang No. 1 tahun 1974 menandai usshsa
Pemerintah telah berhssil dalam melakukan unifikssi hukun
dari salah satu bidang hukum keluargsa. Mengenai penerapan-
nys 'didalam masyarakat, ternystsas masih banyak di pengas-
ruhi oleh hukum adsat.

Sebagal suatu karyva agung vang mengatur wmengensi
maszlah perkswinan Undang-undang No. 1 tahun 1974 memiliki
enam szas-azas perkawinan. Didslam sazas-azsas tefsebut
terkandung makns yang luhur sebagai dasar dilaknkannysa
suatu perkswinan.

Disisl lain, sebagsi masyarakat yvang mempunvai hukum
asdat, dan selanjutnys masalsh perkawinan diatur dengan
hukum perkawinan adat,'masyarakat masih mempertahankannya,

bahkan dilestarikan hinggs sekarang. Dan sebagaimans pulsa

Undan-undang MNo. 1 tahun 1974 vang memiliki szas-azas
perkawinan, wmeka dalam hukum perkawinan sdat pun Jjuga
terdspst szas-szas perkawinan., 0leh karensa kehadiran

Undang-undang No.1/1974 berlaku mengikat dan bersifat umum

yang berarti setisp warga negara Indonesia wajib melakss-
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naksn segsls ketentﬂanmketentuan didalamnys, maka diharap-
kan masyarakst dapat menyesusikan diri dengsn Undsng-
undang tersebut. Dengan demikian berarti melaksanakan
segals ketentuan (tanps melaksanaksan pelanggaran) dalam
Undang-undang HNo. 171974, dan tetap melestarikan nilai-

nilai positif vyang terhkhandung didslam hokum perkawinan

adst.
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